>~

AV

1)

4

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAI TINGKAT Il PADANG

KEPUTUSAN

. WALI KOTAMADYA KEPALA Dyﬂ TINGKAT Il PADANG

9 Tab 1999

Nomor

TENTANG

PERIZINAN ANGEUTAN ORANG DAN ATAU BARANG DENGAN‘KENDARAAN UMUM

LAY
(R

Menimbang

Mengingat

DALAM EOTAMADYA DAERAH TINGEAT II PADANG

' WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 1l PADANG

bahwa dalam rangka pembinaan dan pengenda-
lian Perusshaan Angkutan Orang dan atau Barang
dengan kendaraan bermotor umum dalam Kotamadva
Daerah Tingkat II Padang, maka perlu diwujudkan
suctu Xkeeeraeian antara pemerataan dan penye-
diaan Jasa angkutan sehingga dapat tercipta
angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar,
tertib, teratur, nyaman dan efieien;

bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a terse-

. but diatse perlu menetapkan ketentuan Perizinan

[oh)

Angkutan Orang dan atau ‘Barang dengan kendaraan
bermotor umum dengan Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingliat II Padang.

Undang - Undang MNomor 9 Tahun 1856, tentang
Pembentukan ' Daerah Otonomi Kota Beesar dalam
lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peratu-
ran Pemerintah Nomor 17 Tahun 1880, tentang
Perluacsan Batag Wilayah Kotamadya . Daerah
Tingkat II Padang; :

Undang-Undang MNomor 5 Tahun 1974, tentang
Pokok-Tokok FPeraturan di Daerah;

Undang-Undang Momor 14 Tahun 1992, tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah HNomor 22 Tahun 1890,
tentang Penyerahan sebahagian Urusan Pemerintah
dibidang Lalu ILintae Angkutan Jalan Daerah

Tingkat 1 dan Daerah Tingkat II;
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. Peraturan Pemerintah MNomor 41 Tahun 1993,

tentang Anglhutan Jalan;

Keputusan beresama Menteri Perhubungan dan
Menteri Dalam Negeri Nomor KM/109 Tshun 1990,
Nomor 95 Tahun 1990, tentang Pelakesnaan Perat-
uran Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan kepada Daersah Tingkat I dan
Daerah Tingkat II;

. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun

1993, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang d3.
Jalan dengan kendaraan umum;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun
1993, tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang
di Jalan;

. Peraturan Daerah Tingkat 1II Padang Nomor 4

Tahun 1893, tentang Retribuei Izin Trayek
Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umnum
dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

Sementara menunggu ditetapkan dengan Peraturan
Dazerah Kotamadya Daereh Tingkat II Padang.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT
I1 PADANG TENTANG PERIZINAN ANGKUTAM ORANG DAN
ATAU BARANG DEMGAN KENDARAAM UMUM DALAM KOTAMA-
DYA DAERAH TINGKAT II PADANG

. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini dimaksud dengan :

&. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotama-

dya Daerah Tingkat II Padang;
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k.

Kepala Daorah adalah Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Padang;

Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Padang;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas’Lalu Lintae
dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat
II Padang;

]
. Perusalaan Angkutan Umum adalah Perusahaan

vang menyediakan Jjaesa Angkutan Orang dan
atau Barang dengan kendaraan umum di Jalan;

Kendarasn Unmum adalah eetiap kendaraan
bermotor yang disediakan untuk dipergunakan
ocleh umum dengan dirungut bayaran;

. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau

barang dari euatu tempat ke tempat yang lain
dengan menggunakan kendaraan;

Izin Usaha Angkutan adalah izin untuk mela-
kukan ueaha angkutan orang dan atau barang
dengan menggunakan kendaraan bermotor umum
eceeguail dengan peruntukan.

Izin Trayek &adalah 1izin yang diberikan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingksat II
Padang Xepada pengusaha angkutan orang dan
atau barang dengan kendaraan bermotor umum
untuk melakukan kegiatan angkutan dalam
trayek tetap dan teratur

Izin Operasi adalah izin yang diberikan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Padang kepada penguesha angkutan orang
dengan kendaraan bermotor umum untuk melaku-
kan kegilatan tidak dalam trayek tetap dan
teratur.

Kartu Pengawasan adalah merupakan turunan
dari izin trayek dan atau izin overasi vyang
diberikan bagi setiap kendaraan yang dioper-
aeikan eebagai angkutan orang.

Kartu Kontrol adalah merupakan turunan dari
izin uesaha angkutan yang diberikan bagi
eetiap kendaraan yvang dioperasikan eebagai
angkutan barang.

. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk

pelayanan Jasa angkutan dengan kendaraan
umum yang mempunayi asal dan tujuan perjala-
nan tetap, lintaean tetap dan Jadwal tetap
maupun tidak berJadwal
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o. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-
trayek yang menjadi satu keesatuan Jaringan
pelayanan angkutan orang.

r. Trayek Tetap rlan Teratur adalah pelayanan
anghkutan vang dilakukan dalam Jaringan
trayek secara tetap dan teratur, dengan
Jadwal tetap maupun tidak berjadwal

q. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu
tempat ketempat lain dalam euatu wilayah
Kotamadaya dengan mempergunakan kendaraan
unum dan atau Bue terikat dalam trayek tetap
dan teratur.

BAB II
PERIZINAN ANGEUTAN
Bagian Pertama
Izin Usaha Angkutan
Pasal 2

Pengueahaan anghutan orang dan atau barang
dengan kendaraan umnuam dapat dilakukan oleh :

Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan
Ceahs Milik Daersh

Badan Uesaha Milik Swaeta

Koperasei . i

Perorangan Warga Megara Indonesia

poCc

A

Pasal 3

(1) Untuk melakukan usaha angkutan sebagaimana
dimakeud dalam pasal 2 Keputuean ini wajib
memiliki Izin Usaha Angkutan.

(2) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimakeud
ayet 1 Pasal ini diberikan oleh Kepala
Daerah dan/atau pejabat yang ditunJuk untuk
itu. :

(3) Izin Ueaha esebagaimana dimaksud dalam ayat
1 Paeal ini dapat digunakan untuk menguea-
hakan :

a. Usaha angkutan orang dalam trayek tetap
dan teratur;
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b. Usaha angkutan orang tidak dalam travek
tetap dan teratur; :
c. Usaha angkutan baransg.

(4) Izin usaha angkutan sebagaimana diamkesud
dalam ayat 1 Paeal ini diberikan untuk
jangka waktu eelama perusahaan Vyang ber-—
sangkutan maeih menJalankan usahanya.

Pasal 4

Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan waljib
memenuhi pergyaratan :

a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

b. Memiliki Akte pendirian perueahaan bagl
pemohon vyang berbentuk Badan Uesaha, &kte
pendirian Koperaesi bagi pemohon yang berben-
tuk Koperaei, tanda Jati dird pemohon peror-
angan;

c. gemiliki surat keterangan domieilli perusa-

aan;

Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

. Pernvyataan kesanggupan untuk memiliki atau

menguasai 5 (Lima) kendaraan permotor;

o o

£. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan
fagilitae penyimpanan kendaraan.

Pasal 5

(1) Permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana
dimakeud dalam pacal 3 avei 1 Keputuesan ini
diadukan kepada FKepala Daerah.

(2) Izin Usaha Angkutan diberikan oleh
Pedabat eebagaimana dimakeud dalam ayat 1
pasal ini.

Pasal 6

(1) Pemberian atau penolakan Izin Usaha, diber-
ikan oleh PeJabat pemberi izin selambat~-
jambatnya dalam jangka waktu 14 (Empat
belag) hari kerja setelah permohonan diter-
ima secara lengkap.



- 3)

A

D

C:IEPUTUSA/ASEUTAN

(2) Penolakan atas permohonan Izin Usaha Angku-

tan sebagaimana dimakeud dalam ayat 1 rasal
ini dieampaikan eecara tertulie dengan
dieertal alaean penolakan.

Pasal 7

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan
iz4nn ueaha angkutan diwajibkan untuk :

a.

Memlliki dan atau menguasai sekurang-
lurangnya 5 (Lima) kendaraan eseesual dengan
peruntukan yang memenuhi persyaratan teknie
dan laik‘Jalan;

Awak kendaraan yang beroperasi merupakan
pegawal tetap dan wmemenuhi pereyaratan
seeual dengan peraturan perundang-undangan
yang erlaku serta mematuhi waktu kerja dan
waktu istirahat bagl pengemudi;

Memiliki dan atau menguasai tempat penyimpa-
nan kendaraan (Pool kendaraan);

. Melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-

lambatnya dalam waktu 6 (Enam) bulan gejak
diterbitkan izin uesaha angkutan;

. Mematuhi peraturan perundang-undangan vyang

berlaku yang berkaitan dengan bidang ussaha
anghkutan; )

. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun

kepada pejabat pemberi izin angkutan;

. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemili-

kan perueshaan atau domieili perusahaan.

Pasal 8

(1) Izin Usaha Angkutan dicabut apabila :

a. Perusahaan ‘Anakutan melanggar ketentuan
eebagaimana dimakeud" dalam pagal 7
Keputusan ini;

" b. Perusahaan Angkutan tidak melakukan

kegiatan Ueaha Angkutan.

(2) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimakeud

dalam ayat 1 dilakukan melaluil proees
peringatan tertulie eebanyak 3 (Tiga) kali
berturut—-turut dengan tenggang waktu mas-
ing-masing satu bulan.
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(3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana
dimakeund dalam ayat 2 tidak diindahkan
dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha
untuk waktu satu bulan

(4) Jika pembekuan izin usaha angkutan sebagai-
mana Jdimakeud dalam ayat 3 habis Jangka
waktunya dan tidak ada wusaha perbaikan,
izin usaha anglkutan dicabut.-

Pasal 9

Izin Usaha Angkutan dapat dicabut tanpa melalui
proees peringatan dan pembekuan izin, dalam hal
perucsahaan yang bersangkutan :

a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keama-
nan negara; )

b. Melakukan 1izin ueaha angkutan dengan tidak
eyah.

Pasal 10

Bentuk permohonan Izin Usaha Angkutan, Bentuk
izin Ueaha Anghkutan, Pencabutan Izin Ueaha

- Angkutan, permohonan laporan ueaha angkutan dan

renclakan izin vesha anghutan berpedoman kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

Baglan Kedua

Izin Trayek
Paoval 11'

(1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam
trayek tetap dan teratur dalam Kotamadya
Daerash Tingkat II Pedang wajib memiliki
izin trayek.

(2) Izin Trayek sebagaimana dimakeud dalam ayat
1 pasal ini, diberikan oleh Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat 11 Padang.

Pasal 12
(1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana

dimakeud dalam paesal 11 ayat 2, wajib
memenuhi
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8.
" a. Persyaratan Administratif;
b. Persyaratan teknise.
Persyaratan administratif sebagaimana

(2)

(3)

(1)

dimakeud dalem ayat 1 Pasal ini meliputi :

a. Memiliki surat izin usaha;

b. Memiliki atau menguasal kendaraan
bermotor yang laik Jjalan yang dibuktiken
dengan eurat tanda nomor kendaraan
bermotor dan buku uji atau foto copinya;

¢. Memiliki atau menguasai fasilitas pen-
vimpanan/pool kendaraan bermotor yang
dibuktikan dengan gambar lokasi dan
bangunan gerta eurat keterangan mengenal
penilikan atau penguaeaan;

d. Memiliki atau kérjasama dengan pihak
lain yang mampu menyediakan fasilitae
pemeliharaan kendaraannya untuk tetap
dalam kondiei laik Jalan.

Peresyaratan teknie sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 meliputi :

a. Pada trayek yang dimohon masih memung-
kinkan untuk penambahan Jumlah ken-
daraan;

b. Prioritas diberikan bagi perusahaan
angkutan yvang mampu memberikan pelayanan
angkutan terbaik;

c. Perusahaan angkutan yang melayani linta-
gan trayek tidak melebihi dari batas
makeimum peruesahaan yang telah ditetap-
ken. ‘

Pasal 13

Permochonan Izin Trayek eebagaimana Gimakeud
dalam paeal 11 ayat 1 diajukan kepada

- Walikotamadya Kepala Daerah Tinghkat II

(2)

Padang.

Persetujuan atau penolakan permohonan i1zin
trayek diberikan dalam Jangka waktu 14
(Empat. belas) hari kerja getelah permohonan
diterima secara lengkap.
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(3) Penolakan permohonan iziﬁ usaha trayek

gebagaimana dimakeud dalam ayat 2 pasal ini
disampaikan secara tertulie dengan dieertal
alasan penolakan.

Pasal 14

Pengueaha angkutan yang telah memperoleh Izin
Trayeh diwajibkan untuk :

L]

Mengoveraeikan kndarasan bermotor yang meme-
nuhi pereyaratan teknie dan laik Jalan;

Awak kendaraan yang beroperaei harue memenu-
hi pereyaratan seeual dengsn ketentuan vang
berlaku dan merupakan pengemudi tetap serta

" mematuhi waktu kerda dan waktu istirahat

bagi pengemudi;

Melaporkan apabila terjadi perubahan pemili-
kan perusahaan atau domieili perusahaan;

Meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin
trayek apabila akean mengalihkan izin trayek;

Mentaati ketentuan wajib angkut kiriman PoS
eebagaimana dimakeud dalam Undang-Undang
Nomor6 Tahun 1984, tentang Poe, ketentuan
mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan
penumpang eebagalmensa dimakeud dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 1964 heserta peraturan
velakeanaannya dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku lainnya yang berkaitean
dengan bidang ussaha angkutan;

Melaporkan setiap bui&n kegiatan operagional
angkutan; :

Melaporkan eecara tertulis kepada pejabat
pemberi izin trayek apabila terjadi peruba-
han alamat gelambat—lambatnya 1.4 (Empat
belag) hari esetelsah terjadi perubshan.

Yelayani trayek sesual izin diberikan dengan
cara

i. Mengoperasikan kendaraan secara tepat
waktu sejak eaat pemberangkatean, peresing-
gahan dan ‘gampal dituduan;

2. Memelihara kebersihan dan kenyamanan
kendaraan Y&ng dioperaesikan:

3. M=mberikan pelayanan' sebalk-balknysa
kepada penumpang;
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4. Mengusahakan awak kendaraan dilenékapi
dengan pakaian seragam yang mengguhakan
vengenal tanda perusahaan;

5. MYembawa Kartu Pengawasan dalam opera-
sinvya.

Pasal 15

(1) Peruechaan Anghkutan yang memiliki izin

(1)

(2)

trayek dapat untuk menambah Junmlah ken-
darasn bermotor dengan ketentuan

a. Trayek vang dilayani maesih terbuka untuk
penqmbahan kendaraan bermotor;

b. Fasilitas penyimpanan eerta perawatan
kendaraan seeguai dengan Jumlah kendaraan
Yermotor vang dimiliki atau dikuasali.

Izin sebagaimana yang disebutkan dalam ayat
(1) Pagal ini, diberikan dengan tetap
memperhatiakn ketentuan Pasal 12 Keputusgan
ini.

Pasal 16

Setiap kendaraan yang telah memperoleh izin
trayek harus memenuhi pereyaratan @

a. Nama perusahaan dan nomor urut kendaraan
vang dicantumkan pada egisi kiri, kanan
dan belakang kendaraan;.

b. Papsn trayek yang memuat asgal dan tujuan
eerta route yang dilalui yang ditempat-
han dibagian cdepan dan belakang
kendarasan;

c. Tulisan angkutan kota dituwlis secara
Jelas dengan huruf balok melekat pada
badan kendaraan sebelah kiri dan kanan
kendaraan;

d. Jati diri 'pengemudi yang ditempatkan
pada daghboard, yang dikeluarkan oleh
masing-maeging perusahaan angkutan.

Pemasangan papan reklame pada angkutan kota
tidak boleh mengganggu identitas kendareaan
dan harue memenuhi perundang-undangan.
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Pasal 17

Dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan
anghkutan dalam trayek tetap dan teratur penge-
mudi vang bertugae wajib :

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

Memakai pakaian seragam yang dilengkapi

dengan identitas perusahaan:

. Memakai kartu pengenal pegawai yang dike-

luarkan oleh perusahaan.

Pasal 18

Izin trayek dicabut bila :

a. Peruesahasn angkutan melanggar ketentuan
eebugaimana dimakeud dalanm pasal 14
Keputuean ini;

b. Tidak mampu merawat kendarsan sehingga
kendaraan tidak memenuhi rersyaratan
teknis dan laik Jjalan;

¢. Pihak-pihak atau namanya ditetapkan
untuk bertindak atas nama perusahaan
melakukan pelanggaran operasional yang
berkaitan dengan perusahaan angkutan;

d. Melakukan pengangkutan melebihi daya
anghut;

e¢. Tidak memenuhi ketentuan waktu kerja dan
waktu istirahat bagl pengemudi;

. Mempekerjakan rengemudi vang tidak
memenuhi syarat.

Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 paegal ini dilakukan melalui
proees peringatan sebanyak 3 (Tiga) kali
berturut-turut dengan tenggang waktu mae-
ing-maeing esatu bulan.

Apabila peringatan sebagaimana dimakeud
dalam ayat 2 tidak diindahkan, dilanjutkan
dengan pembehuan izin brayek untuk Jangka
waktu eatu bulan.

Jika pembekuan izin trayek sebagaimana
dimakeud dalam ayat 3 habie Jangka waktunya
dan tidak ada usaha perbaikan izin trayek
dicabut.
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Pasal 19

(1) Perusahaan yang telah mendapat. keputuean
izin +trayek eebagaimana dimaksud dalam
pasal 11 ayat 2 diberikan Kartu Pengawaesan
bagi setiap kendaraan yeang dioperasikannya.

(2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1, merupakan turunan dari keputusan
izin trayek bagi kendaraan yang bersanghy-
taa. '

‘o

Pasal 20

(1) Izin trayek yang diberikan kepada peruesa-
haan anghkuten berlaku untuk Jangka waktu 5
(Lima) tahun.

(2) Kartu Pengawasan, berlaku untuk Jangka
waktu 1 (Satu) tahun.

Pa=sal 21

Bentuk permohonan 4izin trayek, bentuk izin
trayek, pembekuan izin trayek, pencabutan izin
trayek, permohonan laporan ueaha angkutan dan
penolakan izin trayek berpedoman kepada keten-
tuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Izin Insidentil
Pasal 24

(1) Izin Insidentil adalah 1izin vyang dapat
diberikan kepada perusashaan angkutan vyang
telah memiliki izin trayek untuk mengguna-
kan kendaraan bermotor cadangan menyimpang
dari izin vang dimiliki.

(2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud ayat
(1) hanya diberikan untuk kepentingan

a. Menambah rekurangan angkutan pada
waktu kesadasn tertentu eseperti angkutan
lebaran,’ liburan sekolah, natal, tsahun
baru dan lain-lain eedenis itu;

b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana
alam dan lain-laing

¢. Pengerahan maeesa seperti kampanye,
rombongan olah rega, karyawisata dan
gebagainys.
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Pasal 23

Pemberian izin insidentil untuk operasi bagi
angkutan ununm diperlukan apabila @

a. Untuk menambah kendaraan angkutan umam
sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf
a Keputuean ini diwajibkean menaikan dan
menurunkan penumpang di terminal

k. Untuk keperluan rombongan dan eebagainya,
sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat 2 huruf b
dan ¢ Keputusan ini tidak diwajibkan menai-
kan dan menurunkan penumpang di terminal.

Pasal 24

Bentuk permchonan izin ‘insidentil, bentuk izin
insidentil ditetapkan lebih lanjut berpedoman
kepadn ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

BAB III

RARTU KONTROL
IZTN USAHA ANGEKUTAN BARANG

Pasal 25

(1) Bagi ©rengusaha yang telah mendapat 1izin
ueaha anghutan yang menggunakan mobil
barang, untuk pengawasan operasional ken-

" darasnnya, eetisp kendaraan diberikan kartu
kontrol izin usaha angkutan.

(2) Kartu Kentrol eebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 1
(Satu) tahun.

Pasal 26

Setiap kendaraan angkutan barang vyang telah
memiliks. kartu kontrol izin usaha harue memenu-
hi persyaratan identitas kendaraan seperti logo
dan nama perveshaan, Jjati diri pengemudi, tatsa
cara pengangkutan dan lain-lain eebagainya,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangasn yang berlaku.
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BAB 1V
EETENTUAN PIDANA
Paeal 27

(1) Barang siapa yang melakukan usaha angkutan

(1)

(

2

orang dan/atau barang dengan kendaraan
bermotor wnum tanpa mempunyai izin eebagel-
mana diatur dalam Keputusan ini dapat
dikenakan hukuman eelama-lamanya 6 {(Enam)
bulan kurungan atau denda eetinggi-tinggin-
ya Rpag 50.000.- ( Lima puluh ribu rupiah ).

Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (L
Paszal inl adalsh merupakan Tindak Pidana
Pelanggaran.

BAB V
PENYIDIKAN
Pasal 28

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas
menyidik Tindsk Pidana, penyidikan atas
Tindak Pidana sebagaimana dimzksud Pasal 38
Keputuean ini dapat Jugs dilakukan oleh
Pejubat Penyidik. Pegawai HNegeri Sipil
(PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah vang
penganghatannys ditetarvkan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakesanakan tugas penyidikan, Peja-
bat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
sebagaimana vang dimakesud ayat (1) Pasal
ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari
ceseorang tentang adanya Tindak Pidana;

b. Melakukan tindak pertama pada saat 1itu
ditempat kejadian eerta melakukan pemer-
iksaan; :

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka
dari ryerbuatannya dan memerikea tanda
pengenal tersangka;

d. Melakukan prenyitaan benda-benda atau -
surat-surat;

e. Mengambil sidik Jari atau memotret
sesceorang;
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f. Memanggil seseorang untuk didengar dan
diperikesa esebagail tersangka atau sakei;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan
delam hubungan pemerikeaan perkara;

h. Menghentikan penyidikannya setelah
mendapat w»etuniuk dari penyidik umum,
bashwa +tidak terdapat cukup buktl atau
rereitiva tersebut bukan merupakan
tindak pidana dan eelanjutnysa melalui
penyidl) umum memberitahukan hal teree-
but kepada Penuntut Umum, teresangka atau
keluarga;

i. Mengadakan tindakan lain menurut
hukum yang dapat dipertangsgung Jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) seba-
gaimana Yyang dimakeud ayat (2) Pagal ini
membuat Berita Acara eetiap tindakan ten-
tang :

a. Pemeriksaan tersanghka;
Pemasukan rumah;.

Penyitaan benda;
Pemerikeaan surat;
Pemerikeaan sakel;
Pemeriksaan tempat kejadian.

Hhoe L0 O

(4) Berita Acara sebagaimana dimakeud ayat (3)
Pasal ini tembusanmnya dikirimhkan kepadsa
Kejakeaan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB VI .
KETENTUAN PERALIHAN

Pagal .29

Perusahaan anghutan yang telah memiliki izin
usaha angkutan dan .izin trayek pada esat berla-
kunya Keputuean ini, selambat-leambatnya dalam
jangka waktu 1 (Satu} tahun eejak ditetapkan
Keputuean ini, harue menyeeuaikan izin usahanysa
dan memenuhi kéetentuan gebagaimana ditetapkan
dalam Keputuesan ini.
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BAB VII
F¥ETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kepu-
tuean ini eepanjasng pelaksanaannya skan
ditetapkan lebih landut oleh Kepala Daerah.

(2} Menunduk dan memerintahkan kepada Kepala

‘- Dinae untuk melakeanakan Keputuean ini

dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa, tang-
gung Jawab.

f‘%;? . (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
' diundangkan. :
Agar eupaya esetiap orang . dapat mengeta-
huinyva. memerintahkan pengundangan Keputu-
san int dalam Lembaran Daerah Kotamadaya

Daerah Tingkat II Padang.

Ditetapkan di: Padeng .
Pada Tanggal : § fubrerr 1999,

I.s” Tembusan digampaikan kepada Yth :

1. Bapak ‘Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat
2. Bspak Pembantu Gubernur Wil. II di Fadang
3, Sdr. Kakanwil Dephub Prop. Sumatera Barat

4. Sdr. .Kepals Dinae LLAJ Dati I Sumatera Barat

5. Sdr. Muepida Tingkat II Padansg .
6. Sdr.  Para Kepala Kantor/Dinae Instansi/Bagian dilingkungan Pemde

. Tingkat II Padang
7. Sdr. Ketua DPC- Organds Tingkat II Padang

8. Dan lain-lsin dirasa perlu
9. Arx & i p.
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